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ABSTRAK

Corona Virus Desease 19 (COVID 19) merupakan virus mematikan yang
penyebarannya begitu cepat, dan mengancam kesehatan masyarakat secara global.
Maret 2021 Word Health Organitatio (WHO) menetapkan wabah Covid 19
sebagai masalah pandemi global, hal ini menjadikan setiap negara mempunyai
kewajiban untuk melakukan penanganan dan pencegahan. Di Indonesia sebagai
negara hukum dalam penanganan wabah Covid 19 menggunakan instrumen
hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya berupa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut dinilai lebih
efektif daripada kebijakan yang lain, meskipun demikian, dalam pemberlakuan
kebijakan sudah selayaknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang
berlaku. Kebijakan PPKM merupakan kebijakn yang tidak mempunyai kedudukan
hukum yang jelas, karena dalam frasa pemberlakuan PPKM untuk pengendalian
wabah tidak disebutkan didalam UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan, serta undang undang lain yang lebih tinggi diatasnya. Rumusan
masalah yang hendak dianalisis adalah bagaimana kedudukan hukum PPKM
dalam sistem hukum di indonesia serta bagaimana pandangan prinsip Siyasah
Tasyri’iyyah terhadap relevansi kebijakan PPKM.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif atau pustaka (library research) salah satu penelitian yang pemerolehan
data berdasarkan buku, arsip arsip, jurnal, Al-Quran, undang undang, naskah,
documen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dan
penelitian. Sedangkan sifat dari penelitian adalah deskriptif analisis yaitu
penelitian dengan cara mengumpulkan data data kemudian mendeskripsikan,
mengklarifikasi dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan
yang akan di teliti secara komperehensif

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara mendasar kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan
yang cacat baik secara formil maupun materiil karena bertentangan dengan
struktur pembentukan hukum di Indonesia yaitu UU NO 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang undangan. Serta berdasarkan analisis dari
konsep Siyasah Tasyri’iyyah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) merupakan kebijakan yang meyimpang dari prinsip tasyri’ yang
digunakan untuk membuat undang undang dalam sistem legislasi islam.
Kebijakan PPKM terkesan seperti kebijakan yang dipaksakan sebagai opsi untuk
menghindari kebijakan yang lebih luas yaitu UU No 6 Tahun 2016 tentang
Kekarantinaan Kesehatan sehingga prinsip tasyri’ tersebut tidak dapat diterapkan
secara komperehensif dalam pemberlakuan kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Pandemi, PPKM, Siyasah Syar’iyyah, Hukum.



ABSTRACT

Coronavirus Disease 19 ( COVID-19) is a deadly virus that spread so fast,
and threatens public health globally. In March 2021 the World Health
Organization (WHO) determined the COVID-19 outbreak as a global pandemic
problem, this made every country has an obligation to handle and prevent it. In
Indonesia as a state of the law in handling the COVID-19 outbreak using legal
instruments issued by the government, one of which is the public activity
restrictions ( PPKM). The policy is considered to be more effective than other
policies, however, in the implementation of the policy it is appropriate to comply
with the applicable laws and regulations. The PPKM policy is a policy that does
nothasa clear legal position, because in the phrase the application
of PPKM for epidemic control is not stated in Law No. 6 of 2018 concerning
Health Quarantine, as well as other laws that are higher above it. The
formulation of the problem to be analyzed is how the legal position of PPKM in
the legal system in Indonesia and how the views of the principle
of Siyasah Tasyri' iyyah on the relevance of PPKM policies.

In conducting this research, the author uses qualitative research methods
or literature (library research) one of the studies that obtains data based on
books, archives, journals, Al-Quran, laws, manuscripts, documents and other
scientific works related to discussion and research. While the research conducted
is descriptive analysis, namely research by collecting data and then describing,
clarifying and analyzing problems related to the problems to be studied
comprehensively.

The results of this study conclude that the public activity restrictions
(PPKM) is basically a good policy, both formally and materially because it is
contrary to the laws and regulations in Indonesia, namely Law Number 12 of
2011 concerning laws and regulations. And based on the analysis of the concept
of Siyasah Tasyri’iyyah,, the Implementation of public activity restrictions
(PPKM) is a policy that deviates from the principle of tasyri' which is used to
make laws in the Islamic legal system. The PPKM policy seems to be a policy that
is forced to avoid a wider policy, namely Law Number 6 of 2016 concerning
Health Quarantine so that the tasyri’ principle cannot be applied
comprehensively in its implementation policy.

Keywords: The pandemic, PPKM, Siyasah Tasyri’iyyah, Law
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No:
158/1987 dan 0543b/U/1987.
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L za' z zet titik di bawah
& ‘Ayn koma terbalik (di atas)
¢ Gayn G ge

s Fa' F ef

) Qaf Q qi

<l Kaf K ka

Jd Lam y el

a Mim M em

o Nun N en

3 Waw w we

3 Ha' H ha

3 Hamzah L apostrof

¢ Ya b ye

I1. Konsonan Rangkap karena Tasydid ditulis rangkap
ilaia ditulis muta‘aqqidin
e ditulis ‘iddah

Il. Ta' marbitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan, ditulis h:
an ditulis hibah
L ditulis jizyah
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

4 daxs  ditulis ni'matullah




kil 8lS ditulis zakatul-fitri

1V. Vokal Pendek

__ = (fathah) ditulis a contoh G ditulis daraba
(kasrah) ditulis i contoh add ditulis fahima
& (dammah) ditulis u contoh S ditulis kutiba

V. Vokal Panjang
1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
lala ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + alif magqsur, ditulis a (garis di atas)
(s ditulis yvas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)
e ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis G (dengan garis di atas)

Uas A ditulis Sfurid

V1. Vokal Rangkap
1. fathah + ya mati, ditulis ai
aSiy ditulis bainakum
2. fathah + wau mati, ditulis au

-

Js ditulis gaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Q! ditulis a'antum
sy ditulis u'iddat
A3 SE Al ditulis la'in syakartum

Xi



VIII. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

ol ditulis al-Qur'an
bl ditulis al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf gamariyah.
gl ditulis al-syams
slaudl ditulis al-sama’

IX. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf
awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri
bukan huruf awak kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

penulisannya

sl g5 ditulis z{awi al-Furud
audl Jal ditulis ahl as-Sunnah

XI. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata arab yang lazim dalama bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat
dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh

Jinayah dan sebagainya.
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C.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Deseae — 19 (COVID-19) telah melanda banyak Negara di
dunia termasuk negara Indonesia. Penyebarannya yang begitu cepat dan
mematikan serta penularan melalui kontak fisik yang disebabkan droplet cairan
mulut, mata dan hidung, menjadikan Covid-19 sangat mudah berjangkit
terhadap kesehatan masyarakat. Covid-19 tidak hanya merupakan masalah
nasional dalam suatu negara, tapi sudah menjadi wabah secara global.*

Hingga September 2021, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari
221.477.519 jiwa di seluruh dunia.? Lebih dari 4.580.466 orang telah
terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini.® Oleh karena itu, sudah
menjadi sebuah kewajiban apabila pemimpin di banyak negara berjuang untuk
keluar dari wabah COVID-19 dengan pendekatannya masing-masing.

Indonesia sebagai negara hukum (Rechstaat) sangatlah penting untuk
menjalankan sesuatunya berdasarkan hukum, yang mana menurut Friedrich
Julius Stahl didalam salah satu  karakteristiknya adalah Pemerintahan
berdasarkan peraturan. Maka Sudah menjadi keharusan pemerintah

mewujudkan produk hukum baik itu berbentuk regulasi atau keputusan harus

! Ahmad Naufal Dzulfaroh, “ Hari Ini Dalam Sejarah : WHO Tetapkan Covid 19
Sebagai Pandemi  Global,”https://amp.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-
dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global Akses 6 September 2021

2 https://www.worldometers.info/coronavirus/ Akses 6 September 2021

% Ibid.


https://amp.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global
https://amp.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global
https://www.worldometers.info/coronavirus/

disusun berdasarkan metode yang benar.* Hal tersebut penting, agar dalam
pelaksanaannya peraturan tersebut tidak cacat baik secara formil maupun
materiil.

Semenjak di umumkan kasus positip pertama di Indoneisa, tanggal 2 maret
2020 sampai dengan 30 maret 2020 negara Indonesia masih belum terlihat ada
penanganan secara serius dalam upaya menekan penyebaran Covid 19 ini.
Terlihat dalam kurun waktu tersebut belum ada kebijakan pemerintah yang
berdasarkan hukum dikeluarkan secara resmi.> Kebijakan yang diterapkan
hanya sebatas himbauan dan ajakan untuk menjaga diri, mentaati protokol
kesehatan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah.
Bahkan dari beberapa pejabat teras negara terlihat begitu menyepelekan
terhadap wabah covid 19.

Angka penyebaran dan kematian akibat covid 19 meningkat drastis
semenjak kasus pertama di umukan, hal ini memaksa pemerintah pusat secara
selektif memilih berbagai kebijakan yang tersedia dalam undang undang,
diantaranya adalah Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Pengambilan
kebijakan ini diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo melalui
konferensi pada tanggal 31 maret 2020, hal ini pula menandai fase baru

penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

4 Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah
Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum
9, no. 4 (2015): 505-30, http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552.

® “Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid — 19,”
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-
menangani-pandemi-covid-19 Akses 6 September 2021



https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19

Kebijakan peraturan pemerintan No 21 tahun 2020 tantang pembatasan
sosial bersekala besar (PSBB) tersebut sesuai dengan perintah yang tertuang di
dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekrantinaan Kesehatan pasal 49 ayat 1.
Namun penerapan PSBB dianggap tidak efektif dalam penanggulangan wabah,
karena itulah Pemerintah menggagas penerapan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)® yang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri
disebut PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19. Kebijakan
tersebut pertama kali diberlakukan olen Pemerintah melalui Instruksi Mentri
Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kebijakan PPKM dianggap
Pemerintah jauh lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19
dibandingkan dengan kebijakan PSBB.

Berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna
menghentikan mata rantai virus Covid-19. Ketika beberapa negara antara lain
Spanyol, Perancis, Jerman dan lItalia menerapkan pembatasan wilayah total
atau yang dikenal dengan istilah lockdown.” Pemerintah Indonesia baik di
pusat maupun daerah justru kerap kali menggunakan berbagai macam istilah
yang berbeda di setiap regulasi yang diterbitkan. Variasi istilah tersebut
disesuaikan dengan kondisi dan situasi diwilayah terdampak. Berbagai macam

istilah tersebut antara lain adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),

® Dewi Nurita,” Gonta-Ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa
Bedanya ?,” https:// amp/s/nasional.tempo.co/amp/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-
mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya Akses 6 September 2021

7 Kai Wang et al., “Modelling the Initial Epidemic Trends of COVID-19 in Italy, Spain,
Germany, and France,” PloS ONE 15, no. 11 November (2020): 1-14,
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241743


https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya
https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya

Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL), PSBB Transisi, Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, PPKM Mikro, PPKM
Jawa — Bali, hingga terbaru yakni PPKM Berlevel yang tidak pasti kapan
berakhir.

Kebijakan PPKM merupakan kebijakan terakhir hingga saat ini yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun kebijakan PPKM dalam upaya
penanggulangan wabah Pandemi Covid-19 tidak mempunyai kedudukan
hukum yang jelas, hal itu disebabkan frase Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Wabah tidak terdapat dalam UU No.
6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Didalam UU Kekarantinaan
Kesehatan hanya mengenal istilah Karantina Rumah, Karantina Wilayah
Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).?
Dengan demikian bisa diartikan pemberlakukan PPKM mempunyai potensi
untuk bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa rangkaian pelaksanaan kebijakan penanggulangan pandemi
covid-19 tersebut, lahir sebuah pertanyaan mengapa pemerintah pusat dalam
hal ini Presiden Jokowi tidak memilih ~kebijakan Karantina Wilayah
sebagaimana diamanatkan olen UU Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan ? Mengapa pemerintah pusat lebih memilih
penerapan PPKM yang mempunyai potensi untuk bertentangan dengan

sejumlah peraturan perundang-undangan ?

8 Pasal 49 ayat 1, UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.



Akan tetapi untuk melihat apakah kebijakan PPKM cacat secara formil
dalam pembentukannya atau cacat materil dalam substansinya, hipotesis
tersebut harus diuji terlebih dahulu. Dari sudut pandang pemerintah, tentu
berbagai alasan bisa dikemukakan, mulai dari alasan ekonomi sampai ke alasan
sosial budaya masyarakat. Tentu Pemerintah Pusat punya data statistik
penurunan pertumbuhan ekonomi, defisit neraca berjalan, penurunan IHSG,
turunnya nilai kurs, dan lain sebagainya. Namun Negara Indonesia sebagai
negara hukum, maka instrumen hukum yg diterbitkan dalam mengatasi sebuah
permasalahan yang menyangkut kesehatan dan nyawa bangsanya haruslah
efektif, jelas dan transparan sesui amanat UUD 1945 pasal 28H ayat (1)

Berangkat dari sejumlah permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk
melihat sejumlah kebijakan yang mengatur terkait PPKM dalam aspek formil
pembentukannya ataukah aspek materiil subtansinya untuk mengetahui sejauh
manakah kedudukan hukum pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) dengan melakukan penelitian skripsi dengan judul <«
Analisa Kebijakan PPKM Dalam Upaya Penanggulangan COVID 19
Ditinjau Sistem Hukum di Indonesia (Dalam Perspektif Siyasah
Tasyri’iyyah)”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah
1. Bagaiaman keabsahan Kebijakan PPKM dalam upaya Penanggulangan

Pandmi COVID - 19 di Indonesia ?

2. Bagaimana Relevansi kebijakan PPKM Dalam Penanggulangan COVID -

19 di Indonesia Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  fokus permasalahan tersebut, maka dapat diperoleh tujuan
penelitian diantaranya:

a. Untuk mengetahui kedudukan hukum kebijakan PPKM sebagai strategi
implementasi penanggulangan wabah pandemi Covid-19 di Indonesia
sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan
Pembentukan Perundang - Undangan

b. Untuk mengetahui Relevansi kebijakan PPKM dalam upaya
penanggulangan Covid - 19 di Indonesia menurut UU No 6 tahun 2020
Tentang kekarantinaan kesehatan dan bagaimana dampak dari penerapan
tersebut terhadap sosial budaya masyarakat

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Sejalan dengan tujuannya, manfaat teoretis yang diharapkan dapat dipetik
dari penelitian evaluasi ini, antara lain adalah
1) Memberikan sumbangan teori pembelajaran telaah undang-undang
tentang pembentukan peraturan perundang undangan.
2) Memberikan usulan terhadap pemangku kebijakan dalam mekanisme
penanggulangan Covid 19 sesuai UU Kekarantinaan Keseahatan.
3) Memberikan masukan teori tentang pentingnya pengaruh kebijakan
dalam unsur pendekatan sosiologis.

b. Manfaat Praktis



Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Memberikan pemahaman konkrit kepada berbagai pihak terkait, atau
pembelajar dalam pembacaan tentang UU pembentukan peraturan
perundang undangan dan UU kekarantinaan kesehatan.

2) Memberikan usulan bagi pemangku kebijakan penanggulangan Covid
19, untuk merefleksi diri berkenaan dengan tugasnya sebagai lembaga
yang kredibilitasnya sangat menentukan dalam peranan memperangi
Covid 19.

3) Memberikan masukan kepada pihak yang berwenang dalam upaya
perbaikan sistem penegakan hukum agar tidak terkesan tumpang
tindih.

c. Sebagai Tugas Akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana

D. Telaah Pustaka
Tinjauan pustaka ini mejadi sebuah acuan bagi peneliti dalam melakukan
penelitiannya. Dan juga melihat dari penelitian sebelumnya sebagai
pembanding bagi skripsi ini nantinya. Khusunya mengenai UU Kekarantinaan
Kesehatan yang mana terkait dengan upaya mencegah dan menangkal keluar
atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Antara lain

sebagai berikut:

Pertama, Jurnal berujudul “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam

Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, yang ditulis

olen Zahrotunnimah dari Universitas Ibn Khaldun Bogor. Bahwasanya



penelitian ini akan menjadi acuan peneliti nantinya karena pembahasan
tentang langkah taktis dan gerak cepat antara pemerintah pusat dan daerah
dalam menanggulangi wabah covid 19, dan dibaliknya mungkin jurnal ini
adalah pilihan tepat bagi peneliti dalam memahami secara umum peran dan
fungsi dari instansi pemerintahan tersebut. Bedanya skripsi nantinya dengan
penelitian ini yaitu terkait secara implisit pembahasan Undang-Undangnya.
Dimana ada pembanding yang bisa dijadikan hal khusus di dalamnya.

Kedua, Jurnal dengan judul “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait
Pencegahan Covid-19 di Indonesia yang ditulis oleh Dalinama Telaumbanua
dari Sekolah Tinggi llmu Hukum Nias Selatan. Secara jelas dalam jurnalnya
menggambarkan bagaimana pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19
di Indonesia sangat penting dan mendesak untuk dilakukan dalam bentuk
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan. Maka dari itu sebagai
acuan penelitian adalah lebih focus ke politik hukumnya, karena memang
produk hukum itu tidak jauh dari yang namanya politik. Bedanya dengan
skripsi ini adalah titik fokus jurnal Dalinama lebih ke siyasah/politik.
Sedangkan penelitian ini lebih ke analisa Undang-undangnya. Namun ini
menjadi pembelajaran tersendiri dari skripsi nantinya yaitu terkait bagaimana
latar belakang munculnya kebijkan ini serta implementasinya.

Ketiga, Jurnal berjudul “Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang ditulis
Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra dari Institut Agama Islam

Negeri Tulungagung. Dalam jurnal ini Gelora Mahardika dan Rizky Saputra



membahas tentang kebijakn PPKM yang selayaknya berdasarkan dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini sangatlah bertujuan sama
dengan apa yang sedang di teltiti nantinya, namun bedanya hanya focus yang
dikaji. Jikalau jurnal tersebut membahas secara pengaturan dan perundangan
nya. Skripsi ini mencoba menelaah pemahaman dan penerapan penegakan
hukumnya. Nantinya secara implisit penelitian ini mengambil beberapa
tinjauan dari penlitian Gelora Mahardika dan Rizky sebagai acuan analisis
Keempat, adalah Jurnal dengan judul Kebijakan Hukum Terhadap
Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia oleh Putu Sekarwangi Saraswati
Dari Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali-Indonesia.
Secara global jurnal ini membahas kerancauan kebijakan hukum penanganan
penanggulanagan wabah covid 19, namun terkait penjelasan independensinya
sendiri terdapat kandungan makna bahwa penulis menekankan kepada
pemerintah untuk meberikan kejelasan dan ketegasan hukum terkait
penanganan wabah ini, serta tuntutan untuk adanya jaminan kebutuhan hidup
seperti yang terkandung dalam UUD. Maka dari itu penelitian ini juga masuk
dalam lingkup yang sama. Bedanya focus kajian penelitian ini lebih ke analisis
kebijakannya sehingga bisa di maknai; bahwa munculnya berbagai kebijakan
dalam penanggulangan covid 19 menjadi implementasi dari UUD 1945,
Kelima, jurnal berujudul Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia
yang ditulis Syafrida dan Ralang Hartati dari Fakultas Hukum Universitas
Tama jagakarsa. Tinjauan pustaka terakhir ini menjadi kajian tersendiri dalam

lingkup pembelajaran bagaimana strategi peangulangan wabah covid 19
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sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta,
lembaga keagamaan, tokoh agama, aparat penegak hukum, media sosial dan
media elektronik untuk bersinergis saling bantu membantu, bahu membahu,
saling mengingatkan satu sama lain. Hal yang urgent dalam pembahasan ini,
karena skripsi yang akan penulis teliti adalah permasalahan yang begitu urgent
pula dalam membahas menentukan strategi kebijakan nantinya. Maka dari itu
penelitian ini mengacu pada jurnal ini sebagai kerangka acuan awal dimana
letak yang pas untuk memahamai kinerja pemerintah dalam penentuan
kebijakan yang tepat.
E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan pisau tajam bagi penulis untuk menganalis
pokok pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan orientasi dasar untuk
memecahkan masalah sebagaimana telah di rumuskan diatas. Dalam
penelitian yang akan dilaksanakan penulis menggunkan teori sebagai berikut :
1. Teori Kebijakan Hukum
Kebijakan hukum merupakan sebuah konsep yang tidak bisa lepas
dari politik hukum yaitu legal policy untuk memberlakukan atau tidaknya
produk hukum untuk mencapai tujuan negara.® Dalam hal ini kebijakan
hukum mejadi sebuah alat untuk mencapai tujuan negara. Dalam buku
Politik Hukum Menuju Satu Sistem Nasional, Sunaryati Hartono
mengatakankan bahwa “hukum sebagai alat” sehingga secara penafSiran

praktis politik hukum merupakan alat atau sarana untuk mengambil

® Mahfud, MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka
LP3ES, 2006), HIm. 2.
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langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah mencapai sebuah sistem
hukum demi tercapainya cita cita bangsa dan tujuan negara.

Politik hukum merupakan legal policy atau garis haluan
(kebijakan) resmi tentang pemberlakuan hukum yang baru maupun
penggantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan negara.
Dengan demikian maka politik hukum merupakan pilihan untuk
melaksanakan hukum atau mencabut kewenanagan hukum yang mana
pada dasarnya untuk mencapai tujuan negara seperti yang teramanatkan di
dalam pembukaan UUD 1945.

Guru besar Emeritus dalam bidang hukum, Sajtipto Rahardjo
menafsirkan politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang
hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial menggunakan hukum
tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas
beberapa pertanyaan mendasar yaitu:

a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;

b. Cara-cara apa dan mana yang dirasa paling baik untuk dipakai
dalam mencapali tujuan tersebut;

c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu
diubah;

d. Dapatkan suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk
membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-

cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.
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Bagir Manan menjelaskan bahwa tidak ada negara tanpa politik
hukum. Politik hukum suatu Negara terdiri dari politik hukum yang
permanen VYyaitu sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar
kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum, dan Politik Hukum
yang temporer yaitu kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu

sesuai dengan kebutuhan.°

2. Konsep Siyasah Tasyri’iyyah

Dalam kajian figih siyasah pembagian kekuasaan pemerintahan
islam dibagi menjadi tiga hal yaitu al-sulthah al- tanfidzhiyah (eksekutif),
al-sulthah al-gadha’iyah (yudikatif) dan al-sulthah al-tasyri’iyah sebagai
(legslatif). Sebagaimana kewenangan al-sulthah al-tasyri’iyah (legislatif)
dalam kekuasaan pemerintahan islam yaitu membuat dan menetapkan
hukum. istilah al-sulthah al-tasyri’iyah digunakan untuk menunjukan
salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur
masalah kenegaraan. Dalam konteks ini berarti kekuasaan atau
kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan
diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan
yang telah diturunkan Allah SWT.! Dengan kata lain dalam al-sulsah al-

tasyri’iyah  pemerintah melakukan tugas siyasah syar‘iyah untuk

10 Bagir Manan ““Saldi Isra, Politik Hukum dalam Disiplin Ilmu Hukum,” Makalah
disampaikan pada Mata Kuliah Politik Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, 2007.him.4.

11 Muhammad Igbal, fikih siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam, (Jakarta: Gaya
Media, 2014), HIm. 62.
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membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat
Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Ada dua fungsi al-sulthah al-tasyri’iyah sebagai lembaga legislatif.
Pertama, dalam hal-hal ketentuannya sudah terdapat didalam nash Al-
Qur’an dan Sunnah bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh al-
sulthah  al-tasyri’iyah  adalah  undang-undang llahiyah  yang
disyari’atkanNya dalam Al-Qur’an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua
melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara
tegas tidak dijelaskan oleh nash.

Dalam pembagian kekuasaan di indonesia, lembaga legislatif (al-
sulthah al-tasyri’iyah) sebagai fungsi legislasi tidak hanya dijalankan oleh
DPR saja, akan tetapi juga diperankan oleh lembaga eksekutif. Hal ini
dikarenakan indonesia tidak memiliki batasan yang tegas dalam
kewenangan membuat produk hukum. Maka Al-sulthah al-tasyri’iyah
dalam lingkup sistem hukum tatanegara di indonesia tidak hanya
membahas tentang kebijaksanaan dalam membuat hukum yang dilakukan
oleh lembaga legislatif, akan tetapi juga mencakup peran lembaga
eksekutif. Karena didalam sistem hukum tatanegara indonesia, eksekutif
juga memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam proses legislasi.

Al-sulthah al-tasyri’iyah memiki kewenangan dalam membuat
hukum yang diberlakukan kepada masyarakat berdasarkan pada ajaran
islam, oleh karena itu sebagai politik legislasi dalam islam harus

berpegang kepada ajaran islam sebagai acuan dalam pembuatan undang
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undang. Melalui asas asas tasyri islam yang berangsur angsur dalam
menetapkan hukum, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta
mewujudkan keadilan yang merata.

Konsep dan asas asas tersebut yang akan digunakan penulis
sebagai pisau analisis dalam melakukan peneitian skripsi Analisa

Kebijakan PPKM Sebagai Upaya Penangulangan Covid 19 di Indonesia

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau pustaka

dikatakan penelitian yuridis normatif karena pemerolehan data dari

penelitian ini berdasarkan data deskriptif berupa data tertulis.'?

a. Sumber Data Bahan Hukum Primer
Bahan data ini diperoleh langsung dari subyek penelitian yaitu UU No
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
sebagai telaah dari BAB 111 yaitu tentang kedudukan hukum kebijakan
yang di berlakukan. Serta UU No 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan. Terkhusus tela’ah BAB IV Tentang
relevansi kebijakan dalam menanggulangi Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

12 safifudin Azwar, Metode Peneliti (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), him. 2.
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Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubungan nya
dengan dengan data hukum primer dan bersifat membantu memperkuat
data primer. yaitu berupa :

1) Hasil karya ilmiah
2) Hasil-hasil penelitian
3) Jurnal limiah

4) Internet.t®

2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini membutuhkan teknik dalam pengumpulannya
yaitu:
a. Kepustakaan
Suatu pengumpulan data yang menggunakan buku buku yang
berupa pustaka untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dan
mengutip setiap undang undang,buku,jurnal dengan penelitian ini.
Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dan
dilakukan analisis secara kualitatif yaitu berupa pembahasan dengan
memadukan antara data pustaka dan penafsiran data data lain.*
Terhadap data yang sudah terkumpul maka dapat dianalisis
kualitatif apabila :
1) Data yang di kumpulkan bukan berupa angka-angka yang dapat
dilakukan pengukuran.

2) Data tersebut sukar diukur dengan angka

13 Suratman, Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015),
him. 67.

14 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2007), him. 32.
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3) Hubungan antar variable tidak jelas.
4) Sample bersifat non probilitas.
3. Penyajian data

Penemuan penemuan dan penelitian yang disajikan baik data yang
sudah melalui pengolahan, editing, koding, dan tabulasi, sehingga data
yang disajikan bukan berupa data yang mentah. penyajian data dilakukan
secara kronologis dan sistematis sesuai materi materi pembahasan.
penyajian data selain untuk menemukan telaah baru yang dimungkinkan
juga mempermudah analisis data yang dilakukan.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Metode yang digunakan adalah literature review, yaitu literatur
dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah yang
saling terkait.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan sebagai unsur
yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.
Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi
uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan,
triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau
mengadakan membercheck), transferabilitas, dependabilitas, maupun
konfirmabilitas.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat dilakukan pada
penelitian  kualitatif ~yaitu dengan melakukan uji  kredibilitas,

transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, secara rinci penulisan per
bab yang terdiri di dalamnya diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk
lebih jelasnya sistematika pemulisan sebagai berikut:

BAB | : Pendahulun. yang terdiri berupa atas latar belakang masalah
penelitian yang dilakukan oleh penulis, rumusan permasalahan, tujuan dan
manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodepenelitian, dan yang
terakhir sistematika penulisan.

BAB Il :Landasan Teori. Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan
umum mengenai metode memaknai tafsir undang-undang dengan tiga
pendekatan, yaitu normative, filosofis dan sosiologis.

BAB Ill: Latar Belakang Kedudukan Hukum Kebijakan PPKM
Dalam Upaya Penanggulangan Pandmi COVID - 19 di Indonesia Pada
bab ini penulis mencoba menganalisis tentang latar belakang dan dasar
kebijakan PPKM terhadap penanggulangan covid 19 di Indonesia Sesuali
Dengan Undang Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undagan.

BAB IV : Relevansi Penerapan PPKM Dalam upaya Penanggulangan
COVID - 19 di Indonesia. Bab ini menjelaskan tentang pikiran penulis dalam
analisis penerapan kebijakan PPKM sebagai langkah untuk menanggulangi
wabah Covid 19 di Indonesia menayandarkan kepada UU no 6 tahun 2018
tentang kekarantnaan kesehatan. serta dan dari penerapan tersebut terhadap

kehidupan sosial masyarakat



18

BAB V :Penutup. Pada bab terkahir ini berisi tentang kesimpulan dari
penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berpijak pada bab-bab

sebelumnya. Yang berisi tentang kesimpulan, kritik, dan saran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalah yang telah di bahas, dapat disimpulkan bahwa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan jenis
kebijakan baru dalam upaya penanggulangan Covid 19 di Indonesia, dalam
artian kebiijakan dalam penerbitan baru, bukan dengan varian baru, karena isi
yang terkandung serta proses pemberlakuan kebijakan ini merupakan jenis
peraturan kebijakan.

Sebagai negara hukum yang setiap kebijakan dan tindakan diwujudkan
dalam bentuk produk hukum yang jelas serta melalui prosedur hukum yang
pasti, semestinya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) ini tidak hanya berdasarkan efektifitasnya saja, akan tetapi juga
menggunakan Prosedur hukum yang baik dan benar, namun jenis kebijakan
ini bukan berupa peraturan perundang-undangan jadi tidak bisa megacu
kepada Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
perundang undangan. Berdasarkan analisis dalam tulisan diatas bahwa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan jenis
peraturan kebijakan yang dasar pembentukan nya berdasarkan kewenangan
bebas pejabat negara (diskresi).

Freies ermessen yang dilakukan merupakan Tindakan tepat yang masih
dalam koridor hukum dan tidak lepas dari nilai tanggung jawab, hal ini

dikarenakan pemberlakuan diskresi terhadap lahirnya peraturan kebijakan

77
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dalam hal ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
berdasarkan kondisi darurat Kesehatan serta multi tafsir terhadap undang
undangn yang sudah ada sehingga menghambat penanggulangan wabah.
Menurut konsep fikih siyasah tasri’iyyah dalam prinsip prinsipnya dapat
disimpulkan bahwa penerbitan maupun pelaksanaan diskresi dalam bentuk
kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini
merupakan interprestasi dari prinsip siyasah tasyri’iyyah. Hal tersebut terbukti
dari nilai nilai yang menyertai lahirnya dan diberlakukannya dari diskresi

peraturan kebijakan.

B. Saran

Indonesia sebagai negara hukum (a state governed by the rule of law) yang
berarti seburuk apapun wundang undang atau peraturan yang sudah
diundangkan maka pemerintah dan masyarakat harus tunduk terhadap
regulasi. Terlepas dari hal tersebut, karena memang wabah covid ini menjadi
masalah bersama, maka penanggulangan juga harus dilakukan bersama sama.

Selanjutnya jika memang di anggap perlu adanya peraturan perundang
undangan untuk melakukan penanggulangan wabah sebagaimana yang
dijelaskan secara detail di peraturan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) maka pemerintah dapat melakuakan revisi
terhadap UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan baik melalui

perubahan yang di lakukan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif melalu
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PERPPU dan memasukkan PPKM sebagai salah satu tindakan
penanggulangan.

Sebagai pelengkap penyajian data maka sangat sarankan untuk peneliti
selanjutnya  melakuakan penelitian  lapangan terhadap efekitifitas
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap upaya
penanggulangan wabah Covid-19 dengan menjawab pertanyaan seberapa
efektif kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

sehingga pemerintah sampai mengluarkan kebijakan diskresi tersebut.
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